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SALINAN 

P U T U S A N 

Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sly 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA SELAYAR 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam 

Persidangan Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara: 

Penggugat, NIK: 000000, tempat tanggal lahir Xx, 31 Desember 1971, agama 

Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah 

tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, 

Nomor Hp: 0000xxxx, dengan domisili elektronik pada 

alamat email: xxxxxxx, sebagai Penggugat; 

melawan 

Tergugat, NIK: 0000000, tempat tanggal lahir Selayar, 30 Juni 1962, agama 

Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat 

kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai 

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;            

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 yang 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 

158/Pdt.G/2024/PA.Sly, tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat 

dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada, hari 

Senin, 20 Januari 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Yy, Kabupaten Bulukumba, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 

Nomor : xx00, Tertanggal 21 Januari 2014. 
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2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri 

selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, 9 (sembilan) bulan lamanya dan 

tinggal pada rumah kediaman Pengguat, di Kabupaten Kepulauan Selayar, 

dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernma Anak, tempat 

tanggal lahir Selayar, 12 Maret 2015, pendidikan terakhir SD dan berada 

dalam asuhan Penggugat. 

3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup 

rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei tahun 2015, Penggugat dan 

Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang 

disebabkan: 

a. Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat. 

b. Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya. 

c. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat. 

4. Bahwa, pada bulan Juni tahun 2021, terjadi lagi pertengkaran yang 

memuncak dan sulit diatasi, Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan 

rumah kediaman Penggugat dan kembali ke rumahnya di Xxx. 

5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 

kurang lebih 3 (tiga) tahun, 4 (empat) bulan lamanya, Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai 

sekarang; 

6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat 

berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah 

tangga dengan Tergugat sehingga beralasan  hukum bagi Penggugat  

mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat karena tujuan perkawinan  

untuk  membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi 

sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas 

Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat 

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai 

berikut : 

Primer 
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 

2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa dari Tergugat (Tergugat), terhadap 

Penggugat (Penggugat). 

3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara. 

Subsider: 

Mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang 

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 

Nomor 158/Pdt.G/2024/PA.Sly. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah 

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya 

Tergugat tersebut tidak disebakan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak 

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya 

untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan 

tujuannya tetap dipertahakan oleh Penggugat;  

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti-bukti berupa: 

A. Surat: 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Yy, Kabupaten Bulukumba, Nomor: xx00 tanggal 

21 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-

nazeggelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu 

oleh Hakim diberi paraf tanda P; 

B. Saksi: 

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Tt, 10 Agustus 1983, Agama Islam, 

pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta/tukang kayu, tempat tinggal di 
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Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah 

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

-  Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah Kepala Dusun di tempat tinggal Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri 

yang sah, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahannya 

karena menikahnya di Bulukumba; 

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

rukun dan harmonis dan terakhir tinggal bersama di rumah 

kediaman Pengguat, di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah 

dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, umur 9 

tahun dan berada dalam asuhan Penggugat; 

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak harmonis lagi; 

- Bahwa penyebabnya adalah pada bulan Juni tahun 2021, 

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat; 

- Bahwa sejak saat itu sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) 

bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan 

satu sama lain sampai sekarang; 

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Bb, 22 Desember 1984, Agama Islam, 

pendidikan S1, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Dusun 

Tambera Jaya, Desa Polebunging, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten 

Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan 

yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah sepupu tiga kali Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri 

yang sah, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahannya 

karena menikahnya di Bulukumba; 

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

rukun dan harmonis dan terakhir tinggal bersama di rumah 

kediaman Pengguat, di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah 
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dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, umur 9 

tahun dan berada dalam asuhan Penggugat; 

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak harmonis lagi; 

- Bahwa penyebabnya adalah pada bulan Juni tahun 2021, 

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat; 

- Bahwa sejak saat itu sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) 

bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan 

satu sama lain sampai sekarang; 

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan 

kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana yang diuraikan di atas; 

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan 

Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah 

kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara a quo dan kedudukan hukum 

(legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat 

yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut 

Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo; 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan dari Penggugat 

serta dikaitkan dengan identitas Penggugat sebagaimana yang tercantum 

dalam surat gugatannya, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten 

Kepulauan Selayar maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang 
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Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 

Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara 

relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang 

menyatakan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, maka Penggugat 

sebagai persona standing in judicio mempunyai legal standing dalam 

pengajuan perkara a quo ke Pengadilan Agama Selayar yakni mengajukan 

gugatan cerai terhadap Tergugat; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik oleh 

Jurusita yang berwenang, demikian juga Tergugat telah dipanggil melalui surat 

tercatat. Panggilan tersebut dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan 

ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan 

Secara Elektronik jo. Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg; 

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ternyata 

panggilan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan 

tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta 

ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah sehingga hak 

jawab Tergugat menjadi gugur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 

149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan 

Penggugat harus diperiksa secara verstek, hal ini juga sejalan dengan kitab 

Ahkamul Qur’an juz ll halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat 

Hakim: 

 من  دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap 

di persidangan  maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah hak jawabnya”; 

 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak dapat menempuh 

prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak 

dapat dilakukan perundingan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) 
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Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan menyebutkan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian 

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para 

pihak dengan dibantu oleh mediator, maka perundingan tersebut akan dapat 

terlaksana apabila kedua belah pihak hadir; 

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat 

mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

sudah tidak rukun sejak bulan Juni tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan 

Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas sudah kurang 

lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan 

tidak saling  memperhatikan satu sama lain sampai sekarang, sehingga 

Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan 

rumah tangga dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya  menasehati Penggugat agar ia 

kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan 

dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak 

pernah hadir di persidangan, namun Hakim berpendapat bahwa Penggugat 

tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan 

mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk mengetahui apakah gugatan 

Penggugat beralasan hukum; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa  bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang 

berwenang, telah dimeterai dan di-nazeggelen serta dicocokkan dan sesuai 

dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata jo. Pasal 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 

2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti 

surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan 

dapat diterima untuk dipertimbangkan; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P merupakan akta otentik 

(authentieke akte), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta 

otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (volledig bewijskracht) 

dan mengikat (bindende bewijskracht) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 

1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat 

dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah dan tercatat pada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Yy, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 21 Januari 

2014; 

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang 

saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang telah memberikan 

keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah 

memberikan keterangan secara terpisah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 

ayat (1) R.Bg, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar 

keterangannya dan sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1910 

KUHPerdata jo. Pasal 172 R.Bg dan sudah disumpah sesuai dengan ketentuan 

Pasal 1911 KUHPerdata jo. Pasal 175 R.Bg, dengan demikian telah memenuhi 

syarat formil sebagai saksi; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya 

memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni tahun 2021, Tergugat pergi 

meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas 

sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya Tergugat tidak 

pernah kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang; 

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi 

Penggugat tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan 

pendengaran langsung saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 1907 ayat (1) 

KUHPerdata jo. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi yang satu 

dengan saksi yang lain saling bersesuaian sesuai dengan ketentuan Pasal 

1908 KUHPerdata jo. Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal 

pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1905 KUHPerdata jo. Pasal 306 

R.Bg, dengan demikian kedua saksi Penggugat patut dipertimbangkan; 
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Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat 

dengan bukti-bukti di persidangan, terdapat hubungan hukum yang saling 

menguatkan, sehingga Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai 

berikut: 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah 

menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Yy, Kabupaten Bulukumba, 

pada tanggal 21 Januari 2014; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan 

harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernma Anak, 

tempat tanggal lahir Selayar, 12 Maret 2015, dan berada dalam asuhan 

Penggugat; 

- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak rukun dan harmonis lagi, karena pada bulan Juni tahun 2021, 

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan 

yang jelas, sehingga sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan 

lamanya berturut-turut Tergugat pergi meninggalkan  Penggugat; 

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, 

pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diketahui dari keadaan 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi pisah tempat tinggal, 

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang 3 (tiga) tahun 4 (empat) 

bulan berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dan tidak lagi 

memperhatikan satu sama lain, dimana seharusnya antara suami dan istri 

harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami 

istri, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan 

Tergugat sudah lama tidak harmonis, sudah tidak ada lagi harapan untuk 

melanjutkan rumah tangganya, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan 

yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 

Kompilasi Hukum Islam dan sebagimana perintah Allah dalam Al-Qur’an Surat 

Ar-Ruum ayat (21): 

يتّفكّرون وملقّ لايت ذلكل في انّ  مّودةّوّرحمة كمبين ازواجالتّسكنوااليهاوجعل انفسكم مّن لكم خلق ان ايته ومن  
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir”; 

 

Menimbang, bahwa sebab-sebab terjadinya pisah tempat tinggal antara 

Penggugat dan Tergugat adalah saling terkait sehingga keadaan rumah tangga 

tersebut sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami 

istri dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat akan tetapi 

membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian 

serta sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar 

karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan 

kaidah ushuliyah: 

هاأخفّ فضل ن اضرر تعارض إذا  

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, 

maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”; 

 

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim 

berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan 

para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan 

di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat telah 

memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. 

Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu 

alasan diajukannya permohonan perceraian yakni “salah satu pihak 

mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain 

dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. Oleh 

karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, 

gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan dan berdasar pada hukum, 

maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat terhadap 

Tergugat patut dikabulkan secara verstek; 
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Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah 

dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf 

c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim 

menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;  

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang 

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang 

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI: 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk 

menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat), terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam Persidangan Pengadilan Agama Selayar 

pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 

02 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Laeli Fajriyah, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim 

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim 

tersebut dengan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti 

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

 

Hakim 

 

 

   Laeli Fajriyah, S.H.I.,M.H. 
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Panitera Pengganti 

 

 

       Nurhaedah, S.Ag. 

Perincian biaya: 

1. Pendaftaran  Rp      30.000,00 

2. Proses/ ATK  Rp    100.000,00 

3. Panggilan   Rp      25.000,00 

4. PNBP Panggilan  Rp 20.000,00 

5. Redaksi    Rp  10.000,00 

6. Meterai    Rp      10.000,00 

Jumlah    Rp    195.000,00 

         (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)  
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